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ABSTRAK

CATATAN :
2010;

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Bersama Bupati Aceh Besar telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun Anggaran 2010,
sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Aceh, penyempurnaan
sebagaimana dimaksud, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBK
Tahun Anggaran 2010t idak bertentangan dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang — undangan yang lebih tinggi makan dengan itu
perlu dibentuk suatu Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2010.
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